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PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR: lg-ITAHUN 2011

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2010
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,
o Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun
T 2010 tentang Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Kepada
- Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan Program Pengentasan

Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dan sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011 bahwa program dan kegiatan yang dibiayai
dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti dana
bantuan keuangan, yang belum cukup tersedia dan atau belum
dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului
penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dengan cara
Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan
Penjabaran APBD;

b. bahwa sehubungan dengan adanya ketentuan sebagaimana
disebutkan diatas, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan
Kedua terhadap Peraturan Walikota Batam Nomor 38 Tahun 2010
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

e 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

’ Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
; o \J ‘ Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
- ‘ | Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

! ] 7 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan




Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan
Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4237);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

e Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
. 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

‘ “__L,M\f:ﬂ’:é Indonesia Nomor 5049);




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembara Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tetang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penaggulangan Kemiskinan;

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2001 tentang
Ketentuan Pemberian Izin Usaha Perdagangan Kota Batam
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 13 Seri C);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Pajak-Pajak Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam
Tahun 2001 Nomor 16 Seri B) sebagaimana terakhir diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah
Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor
17 Seri C);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan
Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2005 Nomor 65 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun
2006 Nomor 1 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri
A);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam
Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam
Nomor 47 );

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam
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Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam
Nomor 48);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun
2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor
50);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2007
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam
Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam
Nomor 52);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Batam Nomor 58);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 64);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Retribusi Perizinan dan Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2009 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam
Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun
2010 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Kota Batam
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 73);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 72);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 73);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2011 tentang
tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Batam Nomor 74);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
38 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2011.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2010
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 141),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 07
Tahun 2011 tentang Peubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun
2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor
164) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai
berikut :

“Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
semula berjumlah Rp1.436.138.465.965,00 bertambah sejumlah Rp

28.465.799.900,00 sehingga menjadi Rp. 1.464.604.265.865,00,
dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a.Semula Rp 1.354.423.465.965,00
b.Bertambah Rp  28.465.799.900,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan  Rp 1.382.889.265.865,00
2. Belanja
a. Semula Rp 1.436.138.465.965,00
b. Bertambah Rp  28.465.799.900,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 1.464.604.265.865,00
Defisit setelah Perubahan Rp (81.715.000.000,00)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1) Semula Rp  84.715.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp 0,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp  84.715.000.000,00

b. Pengeluaran
1) Semula Rp 3.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan  Rp 3.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah PerubahanRp  84.715.000.000,00

Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Tahun
Anggaran Berkenaan Rp 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai
berikut:



“Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih
lanjut pada Lampiran peraturan ini.”

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai
berikut:

“Pasal 3
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.”

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota Batam ini dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal (» Juli 2011

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal & Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH

AGUSSAM. SH

Pembina Utama MaNya
NIP. 19601123 198503\ 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2011 NOMOR 167 -1




